1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana
merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat
atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah
laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang
dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka
akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu
yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam
undangundang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat

maupun daerah.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,
melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang
yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan

dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan

'p.AF. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Adityta Bakti. Bandung. 1996.
him. 7
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apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan?

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang

memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

pidana,

di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya

tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.?

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

a)

b)

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara
lain kejahatan yang dimuat dalam Buku Il dan Pelanggaran yang dimuat
dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan
“pelanggaran® itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP
kita menjadi Buku ke Il dan Buku ke I1l melainkan juga merupakan dasar
bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara
keseluruhan.

Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil
(formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak
pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang
dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362
KUHP vyaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya

adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang

?> Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001.

him. 22

’P.AF. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Adityta , Bakti.Bandung. 1996

him. 16.
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menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan
dan dipidana.

Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana
sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten).
Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP
antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan
sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang
dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga
dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang
menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam
Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan
aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk
mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang
berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378
KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan
tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan
secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya
berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552
KUHP.Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada
dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak

aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi
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dilakukandengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP,

ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.*

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri
dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil
dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja

serta tindak pidana aktif dan pasif.
Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

d. Unsur melawan hukum yang objektif

e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Tindak Pidana Narkotika
1. Narkotika

Masyarakat luas mengenal istilah Narkotika yang kini telah menjadi fenomena
berbahaya yang populer di tengah masyarakat kita. Ada pula istilah lain yang
kadang digunakan adalah Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan berbahaya). Selain
itu ada pula istilah yang digunakan oleh DepKes RI yaitu NAPZA merupakan

singkatan dari Narkotika, Pasikotropika dan Zat adiktif lainnya. Semua istilah

*Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesian ,Jakarta. 2001.
him. 25-27
°Ibid.



16

diatas mengacu pada sekelompok zat yang mempunyai resiko kecanduan atau
adiksi. Narkotika dan Psikotropika itulah yang secara umum biasa di kenal dengan
Narkoba atau NAPZA. Namun karena hadirnya Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika yang baru, maka beberapa pengaturan mengenai

psikotropika dilebur ke dalam perundang-undangan yang baru.
a. Definisi Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah suatu kelompok zat yang
bila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh

pemakai yang bersifat:

1) Menenangkan
2) Merangsang

3) Menimbulkan khayalan

Secara Etimologi narkotika berasal dari kata “Narkoties” yang sama artinya
dengan kata “Narcosis” yang berarti membius.® Sifat dari zat tersebut terutama
berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku,
perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan
dalam pembiusan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika dapat dilihat pengertian dari Narkotika itu sendiri yakni:

Pasal 1 ayat 1

®*Muhammad Taufik Makarao. Tindak Pidana Narkotika. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2003. Him. 21
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Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataubukan tanaman,
baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau
perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa
nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam

golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Definisi dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat mengatakanbahwa: yang
dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, cocaine, zatzat yang bahan
mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein,
hashisch, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-

zat, obat-obat yang tergolong Hallucinogen, Depressant dan Stimulant.

Berikut adalah pandangan dari ahli hukum mengenai pengertiandari narkotika:

1. Menurut Smith Klise dan French Clinical Staff mengatakan bahwa:
“Narcotics are drugs which produce insebility stupor duo to their
depressant effect on the control nervous system. Included in this definition
are opium derivates (morphine, codein, heroin, and synthetics opiates

Ity

(meperidine, methadone).

Yang artinya kurang lebih sebagai berikut:

Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksamaan
atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebutbekerja mempengaruhi
susunan saraf sentral. Dalam definisinarkotika ini sudah termasuk jenis
candu dan turunan-turunancandu (morphine, codein, heroin), candu

sintetis (meperidine,methadone).

"Hari Sasangka. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana. Mandar Maju. Bandung. 2003.
Him. 33
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2. Sudarto dalam buku Djoko Prakoso mengatakan bahwa: Perkataan
Narkotika berasal daribahasa Yunani ‘“Narke” yang berarti terbius
sehingga tidakmerasakan apa-apa. Dalam Encyclopedia Amerikana
dapatdijumpai pengertian ‘“narcotic” sebagai “a drug that dulls the
senses,relieves pain induces sleep an can produce addiction in
varyingdegrees” sedang “drug” diartikan sebagai: Chemical agen that is
used therapeuthically to trea disease/Morebroadly, a drug maybedelined as
any chemical agen attecis living protoplasm: jadinarkotika merupakan
suatu bahan yang menumbuhkan rasamenghilangkan rasa nyeri dan

sebagainya.®

3. Narkotika merupakan zat yangbisa menimbulkan pengaruh-pengaruh
tertentu bagi mereka yangmenggunakannya dengan memasukkannya ke
dalam tubuh.Pengaruh tubuh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa
sakit,rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan.
Sifattersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis bertujuan
untukdimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti

dibidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit.’
b. Jenis-Jenis Narkotika

Adapun penggolongan jenis-jenis dari Narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika,

adalah sebagai berikut:

8Djoko Prakoso. Bambang Riyadi Lany dan Muhksin. Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan
Membahayakan Negara. Bina Aksara. Jakarta. 1987. Him. 480
9Soedjono. D. Hukum Narkotika Indonesia. Penerbit Alumni. Bandung. 1987. Him. 3
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a) Narkotika golongan I:

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu
pengetahuan dan tidak digunakan dalanm terapi, serta mempunyai potensi sangat

tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain sebagai berikut:

1. Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagianbagiannya termasuk
buah dan jeraminya, kecuali bijinya.

2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah
tanaman Papaver Somniferum L yang hanya mengalami pengolahan
sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar
morfinnya.

3. Opium masak terdiri dari :

a) candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan
pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian
dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud
mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.

b) jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan
apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.

¢) jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxylon dari keluarga
Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya.

5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk
serbuk dari semua tanaman genus Erythroxylon dari keluarga
Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui

perubahan kimia.
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Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang
dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain.

Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina.

Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian
dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau

bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

b) Narkotika golongan II:

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan

dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu

pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Antara lain seperti:

1.

2.

3.

8.

9.

Alfasetilmetadol;
Alfameproding;
Alfametadol;
Alfaprodina;
Alfentanil;
Allilprodina;
Anileridina;
Asetilmetadol;

Benzetidin;

10. Benzilmorfina;

11. Morfina-N-oksida;
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Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya
termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-

oksida, dan lain-lain.

c) Narkotika golongan I11:

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi

dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi

ringan mengakibatkan ketergantungan.

Antara lain seperti:

1.

2.

10.

11.

12.

Asetildihidrokodeina

Dekstropropoksifena : a-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol
propionat

Dihidrokodeina

Etilmorfina : 3-etil morfina

Kodeina : 3-metil morfina

Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina

Nikokodina : 6-nikotinilkodeina

Norkodeina : N-demetilkodeina

Polkodina : Morfoliniletilmorfina

Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2- piridilpropionamida
Buprenorfina : 21-siklopropil-7-a-[(S)-1-hidroksi-1,2,2- trimetilpropil]-
6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina

Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
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13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika

2. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal
148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus,
walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa
tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak
perlu disangksikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang
tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk
pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar
kepentingankepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya
akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat

membahayakan bagi jiwa manusia.™

Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat dikenakan Undang-Undang No. 35 tahun

2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
a) Sebagai pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-undang Nomor 35
tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun

dan paling lama 15 tahun.

b) Sebagai pengedar

10Supramono, G. 2001. Hukum Narkotika Indonesia.Djambatan, Jakarta.
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Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-undang No.
35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 +

denda.

c) Sebagai produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang No. 35
tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/

mati + denda.

Pengertian Anak

Menurut UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 12

(duabelas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun™ .

Menurut UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak:

Pasal 1 ayat 1, “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah
mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan

belas) tahun dan belum pernah kawin”

Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Pasal 1 ayat 1, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Menurut UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak:



24

Pasal 1 ayat 2, “ Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua

puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

5. Konvensi Hak-hak Anak:

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali
berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa

dicapai lebih awal.

6. UU No0.39 thn 1999 tentang HAM

Pasal 1 ayat 5, “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18
(delapan belas) tahun danbelum menikah, terrnasuk anak yang masih dalam

kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Berikut adalah pandangan dari Agama dan Ahli Hukum mengenai pengertiandari

Anak :

a) Menurut Agama Islam : “Anak adalah manusia yang belum mencapai akil
balig ( dewasa ), laki — laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah,
sedangkan perempuan ditandai dengan masturbasi, jika tanda — tanda
tersebut sudah nampak berapapun usianya maka ia tidak bisa lagi
dikatagorikan sebagai anak — anak yang bebas dari pembebanan

kewajiban”
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b) John Locke memberikan pengertian bahwa : “anak merupakan pribadi
yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan — rangsangan yang
berasal dari lingkungan”.11

€) Menurut Agustinus mengemukakan bahwa : “Anak tidaklah sama dengan
orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari
hukum dan ketertiban yang di sebabkan oleh keterbatasan pengetahuan
dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak — anak lebih mudah
belajar dengan contoh — contoh yang diterimanya dari aturan —aturan yang

bersifat memaksa”.*?

C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana
a). Dasar Pertimbangan Hakim

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh
menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat
bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak
pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal
183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b).
Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal

yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)."

“Gunarsa, Singgih D. dan Y Singgih D. Gunarsa. Psikologi Praktis: Anak, Remajadan Keluarga.
Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1995.

25 umadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1987

13Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat

Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 1998. him. 11
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Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja
tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan
yang didakwakan kepadanya, sedangkan Pasal 185 dalam Ayat (3) dikatakan
ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah
lainnya (unus testis nullus testis). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi,
sehingga apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat

tersebut, maka hal itu cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana.**

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim

dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:*®

a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.

b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau
mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.

c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas

dan fungsi yudisialnya.

Adapun beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim

dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:*®
(1) Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini keseimbangan antara syarat-
syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak

yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti

14, ..

Ibid.
>Ahmad Rifai , Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar
Grafika.2010. him. 103

' Ahmad Rifai, Hukum oleh Hakim dalam Persektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar
Grafika,2010.hlm 106.
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adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan

terdakwa.

(2) Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari
hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan
dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana,
hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam
perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam
penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada

pengetahuan dari hakim.

(3) Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan Keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam
memutus suatu perkara, Hakim tidak boleh sebatas dasar intuisi dan
instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum

dan ilmu pengetahuan lainnya.

(4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang Hakim merupakan hal yang dapat membantunya
dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena
dengan pengalaman yang dimilikinya seorang hakim mengetahui
bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara

pidana.

(5) Teori Ratio Decidendi
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Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang
mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara

yang dipermasalahkan.

(6) Teori Kebijaksanaan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, dimana sebenarnya teori
ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak.
Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang
tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan
melindungi anak agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi

keluarganya, masyarakat dan bangsanya.

Teori lain yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim, yaitu dalam
mengadili pelaku tindak pidana, maka proses menyajikan kebenaran dan keadilan
dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum,
maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan

dituntut untuk memenuhi teori-teori sebagai berikut:

(1) Teori koherensi atau kosistensi

Teori yang membuktikan adanya saling berhubungan antara bukti yang
satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu
dengan keterangan saksi yang lain. Atau, saling berhubungan antara
keterangan saksi dengan alat bukti yang lain (alat-alat bukti yang tertuang
dalam Pasal 184 KUHAP). Dalam hal seperti ini dikenal adanya hubungan

kausalitas yang bersifat rasional a priori.
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(2) Teori korespodensi

Jika ada fakta-fakta di persidangan yang saling bersesuaian, misalnya,
antara keterangan saksi bersesuaian dengan norma atau ide. Jika
keterangan saksi Mr. X menyatakan bahwa pembangunan proyek yang
dilakukan oleh Mr. Y tidak melalui proses lelang tetapi dilaksanakan
melalui penunjukan langsung Perusahaan Z. Persesuaian antara fakta
dengan norma ini terlihat dalam hubungan kuasalitas yang bersifat empiris

a pesteriori.
(3) Teori utilitas

Teori ini dikenal pula dengan pragmatik, kegunaan yang bergantung pada
manfaat (utility), yang memungkinkan dapat dikerjakan (workbility),

memiliki hasil yang memuaskan (satisfactory result).*’

b) Kebebasan hakim

Masalah kebebasan hakim merupakan suatu masalah yang cukup dilematis dalam
usaha penegakan hukum dan keadilan. Seperti yang terdapat didalam Undang-
Undang Dasar 1945 mengenai masalah kebebasan hakim atau kebebasan
peradilan merupakan syarat mutlak bagi adanya negara hukum. Karena tanpa
adanya jaminankebebasan peradilan didalam negara tersebut, maka masih
diragukan adanya supermasi hukum diatas segala-galanya. Apa yang dikatakan

oleh A.V. Dicey tentang Rule of Law yang meliputi tiga unsur yaitu :

Yilik Mulyadi. Kekuasaan Kehakiman, Bina llmu, Surabaya.2007. him. 42
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a. Supremasi hukum artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan yang

tertinggi didalam negara adalah hukum.
b. Persamaan dalam kedudukan hukum bagi setiap orang.

c. Konstitusi itu tidak merupakan dari hak-hak asasi manusia dan jika hak-
hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai

penegasan bahwa hak asasi itu harus dilindungi.*®

Kebebasan hakim bukanlah dimaksudkan dengan semacam hak istimewa dari para
hakim untuk dapat berbuat sebebas-bebasnya seperti halnya dengan kebebasan
kampus dan kebebasan pers. Bahwa kebebasan hakim yang dimaksud

mengandung tiga arti yaitu :
1. Sifat kebebasan hakim/pengadilan
2. Seberapa jauh kebebasan hakim dalam menangani suatu perkara
3. Gunanya hakim/pengadilan diberi kebebasan.*

Tugas seorang hakim dalam menyelenggarakan peradilan adalah menegakkan
hukum sehingga hakim dalam memutuskan suatu perkara harusberdasarkan
hukum, artinya tidak boleh bertentangan dengan hukum. Karena hakim
mempertahankan tertib hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum
dalam suatu perkara yang diajukan kepadanya. Bagi seorang terdakwa diharapkan

dari hakim adalah hakim tersebut akan menerapkan hukum terhadapnya sesuai

B, Kusnardi, dan Harmaily Ibrahim, . Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, FH-UI, Jakarta,
1986, him. 161.

YNanda Agung Dewantara, Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana,
Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987, him. 49.
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dengan hukum yang berlaku dan sesuai dengan kesadaran hukum serta rasa
keadilan didalam masyarakat. Jadi sifat kebebasan hakim tersebut merupakan
suatu kebebasan yang diberi batas-batas oleh Undang-undang yang berlaku. Sebab
hakim diberi kebebasan, hanya seluas dan sejauh yang berhubungan dengan
keputusannya tersebut untuk mencapai suatu keadilan dalam menyelesaikan suatu
perkara. Pada akhirnya, tujuan hakim diberi kebebasan itu ialah untuk mencapai
negara hukum Republik Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa kebebasan yang

dimaksud adalah kebebasan yang terikat/terbatas.

Hakim juga dalam memutuskan perkara kadang-kadang berlandaskan pada
tatanan hukum yang terdapat dalam kenyataan social, yaitu hukum tersebut dibuat
pada waktu hakim memeriksa suatu perkara keadaan sosial ini sudah berubah,

misalnya dalam keadaan politik dan keadilan sosial.

Didalam penegakkan hukum supaya dapat diterima dan dirasakan adil harus
berdasarkan pada kenyataan yang nyata yaitu keadaan pada saat perkara diputus,

atau juga pada saat undang-undang harus ditegakkan didalam suatu kejadian.

Hukum tidak dapat terlepas dari masyarakat dimana hukum tersebut berlaku.
Dengan demikian kebebasan hakim dalam memutuskan perkara dibatasi dalam 2

arah yaitu:®
a. Arah hierarkis yaitu dalam pengawasan dari hakim yang lebih tinggi.

b. Arah lingkungan masyarakat dimana ia berada.

*® Mohammad Jamin, Kebebasan Hakim dan Rasa Keadilan, Pelita, Jakarta, 1989, him. 5.
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Hakim tidak boleh berfikir secara rasionil melainkan harus memakai nalar dan
perasaan, tetapi bukan nalar manusiawi tetapi nalar sosial. Apabila seorang hakim
melakukan suatu kesalahan dalam tugasnya maka tidaklah merupakan alasan
untuk mengajukan gugatannya terhadapnya, demikian juga negara tidak akan
dapat beranggung jawab terhadap kesalahan dalam perbuatan hakim tersebut.
Sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan berupa kebebasan
yang melampaui batas yang sangat merugikan para pencari keadilan, maka
undang-undang memberi ketentuan-ketentuan bahwa hakim tersebut dapat

diharapkan hakim yang benar-benar baik.

D. Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum

Praktik-praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti, mafia
peradilan, proses peradilan yang diskriminatif, jual beli putusan hakim, atau
kolusi Polisi, Hakim, Advokat dan Jaksa dalam perekayasaan proses peradilan
merupakan realitas sehari-hari yang dapat ditemukan dalam penegakan hukum di
negeri ini. Pelaksanaan penegakan hukum yang “kumuh” seperti itu menjadikan
hukum di negeri ini seperti yang pernah dideskripsikan oleh seorang filusuf besar
Yunani Plato (427-347 s.M) yang menyatakan bahwa hukum adalah jaring laba-
laba yang hanya mampu menjerat yang lemah tetapi akan robek jika menjerat
yang kaya dan kuat. (laws are spider webs; they hold the weak and delicated who

are caught in their meshes but are torn in pieces by the rich and powerful).?

21Plato, dalam Sukarno Aburaera.Menakar Keadilan dalam Hukum. Artikel dalam Majalah Hukum
Varia Peradilan Tahun XXI No.252 Bulan November 2006, IKAHI, Jakarta
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Implikasi yang ditimbulkan dari tidak berjalannya penegakan hukum dengan baik
dan efektif adalah kerusakan dan kehancuran diberbagai bidang (politik, ekonomi,
sosial, dan budaya). Selain itu buruknya penegakan hukum juga akan
menyebabkan rasa hormat dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum semakin
menipis dari hari ke hari. Akibatnya, masyarakat akan mencari keadilan dengan
cara mereka sendiri. Suburnya berbagai tindakan main hakim sendiri
(eigenrichting) di masyarakat adalah salah satu wujud ketidakpercayaan

masyarakat terhadap hukum yang ada.

Kondisi yang demikian atau katakanlah kualitas dari penegakan hukum yang
buruk seperti itu akan sangat berpengaruh besar terhadap kesehatan dan kekuatan
demokrasi Indonesia. Mental rusak para penegak hukum yang memperjualbelikan
hukum sama artinya dengan mencederai keadilan. Merusak keadilan atau
bertindak tidak adil tentu saja merupakan tindakan gegabah melawan kehendak
rakyat. Ketidakadilan akan memicu berbagai tindakan alami berupa perlawanan-
perlawanan yang dapat terwujud ke dalam berbagai aksi-aksi anarkhis atau
kekerasan yang kontra produktif terhadap pembangunan bangsa.Dengan kata lain,
situasi ketidakadilan atau kegagalan mewujudkan keadilan melalui hukum

menjadi salah satu titik problem yang harus segera ditangani.

Penegakan hukum vyang tidak berdasarkan moralitas juga salah satu factor
penghambat penegakan hukum itu sendiri. Sebagai landasan penegakan hukum

yang dapat menyahuti tuntutan masyarakat haruslah hukumnya yang responsive,
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jika tidak maka ia akan kehilangan rohnya. Rohnya hukum itu adalah moral dan

keadilan.??

Penegakan hukum merupakan suatu proses sosial, yang tidak bersifat tertutup
tetapi bersifat  terbuka  dimana  banyak  faktor  yang akan
mempengaruhinya.Keberhasilan penegakan hukum akan sangat di pengaruhi oleh

berbagai faktor, adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :

1. Hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang dibuat tidak
boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan undang-undang dibuat
haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan
undangundang sebagaimana diatur dalam Konstitusi negara, serta undang-
undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di
mana undang-undang tersebut diberlakukan.

2. Penegak hukum, yakni pihakpihak yang secara langsung terlibat dalam bidang
penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik
sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan
perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan
mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan
masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota
masyarakat.

3. Masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku
atau diterapkan. Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan

memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan

22M. Husni, Moral dan Keadilan Sebagai Landasan Penegakan Hukum yang Responsive, Fakultas
Hukum Universitas Sumatera Utara.
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penuh Kkesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan
masyarakat.

4. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau
fasilitas'tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil,
organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan
sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu
keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum.

5. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada
karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakup
nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan
konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut,

dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.?®

2 Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum.2002



